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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1

MUST BANYUASIN
NOMOR © 9 TAHUN 1999,
TENTANG
RETRIBUS! 1ZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I MUS! BANYUASIN

bahwa dengan telgh ditetapkanmya Keputusan Menter! Dajam
Negerl Nornor @ 118 tahun 1998 tentang ruang fingkup dan jenls-
jenis Retribusi Dasrah Tingkat | dan Daerah Tingkat ' , maka
Retribusi lzin Gangguan adalah Retribust Daerah Tingkat i :
bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada
hurtdf * a “ perlu ditetapkan dengan Peraturan Dasrah.

tindang ~ undang Nomor - 25 Tahun 1859 tantang Pembettikan
Daergh Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Ssgiatan
( lLembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1950
Nomor : 73 ., Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor ; 1812) ;

Undang — undang Nomor ; 228 Tahun 1926 yang telak dlubah dan
disempumakan terakhir dengan Stb Nomor © 450 Tahun 1840 .
Undang-undang Nomor : 19 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Nagara ( Lembaran Negara Republk mdonesia
Tahun 19680 Nomor : 156 | Tambahan Lembaran Negara Repiblik
indonesia Nomar - 2104 ),

tndang — undang Nomor - 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing ( Lembaran Mogara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomaor @ 1, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomwor @ 2818 } Jo Undang - undang Nomor : 12 Tahun 1567
tetang Perubahan dan Tambahan Undang — undang Nomor | 1
Tahun 1867 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negard
Republik indonesia  Tahun 1870 Nomor | 4 |, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 2844 ),
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Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1968 tentang Pepanaman
Modal Dalam Negeri { lLembaran Negara R Tahun 1088
Nomor : 33 . Tambahan Lembaran Negara R! Nomor ;| 2853 )
Jo Undang — undang Nomor @ 12 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang - undang Nomor : 6§ Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negen { Lembaran MNegars
Rl Tahun 1970 Nomor : 4 , Tambahan Lembaran “Negars
Rl Nomor @ 2944 )

Lindang — undang Nomor @ 5 Tahun 1874 tantang Poakok-nokok
Pemorintahan di Daerah { Lembaran Negara Republlk indonasia
Tahun 1874 Momor ¢ 38 |, Tambahan Lembarzn Negara
Nomar ; 3037 3;

Lindang — undang Nomer ;. § Tahun 1981 tentang Kitab Undang -
undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran MNegara Repubiik
indonesia Tahun 1981 Nomor ; 76 , Tambahan Lembaran
Negara Rapubiik Indonesia Nomor : 3208  ;

Undang ~ undang Nomaor @ 5 Tahun 1984 tenfang Perindustrian
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Momer @ 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor ; 3274) ;

Undang — undang Nomaor @ 21 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ( tembaran Negara Republik Indanesic Tahun 1992
Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor @ 3501 3 ; '

. Undang-undang Nomgor @ 18 Tahun 1997 tentang Fajak Daerah

dan Retribusi Daergh { Lembaran Negara Republk Indoresia
Tahun 1897 Nomor : 41 , Tambahan Lembarar MNegara Qepubllk
indonasia Nomeor | 36885 ) ;

1. bndang - undang Nomor : 23 Tahun 1987 {onfang Pengeibiaan

e

P Peraluran Pemerintab Nomor 29 Tahun 1408

Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republi* indonesta Tahun
1887 Nomor © 08 , Tambahan Lambaran Negars Nomar Repuhlik
indenesia @ 3689 )

. Peraturan  Pemerintakh Nomer 27 Tahur 1633 tentang

Faolaksanaan Hukum Acara Pidana { Lembarsin Hegara Renuhlik
indonaslka Tahun 7883 Nomor : 356 | Tamntahan Lembacan
Negara Republik Indonesia Momor @ 3258 ;¢

arg Aasiisic

sengenal Dampak Lingkungan { Lemb
ndonesic Tahun 1986 Nomor @ 42 i
Negera Republic Indenesia Nomor @ 3338 %

ra Renubiik
an Lambaran
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. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor -~ 7

- Keputusan Mented Dalam Mg

. Peraturan Pemerintah Nomor ; 20 Tahun 1987 tentang Retribusi

Daerah { Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1947
Nomaor | 85 , Tambahan Lembaran Negara Republik indonesly
Nomor : 3692 ),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor @ 33 Tahun 19492
tentang Tata cara Penanaman Modal ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @ 1 Tahun 1885

tentang Tata cara pengendalian pencemaran bagi Perusahaan -
perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menyrut
Undang - undang Nomor ;. 1 Tahun 1967 dan Undang -- undang
MNomar : § Talum 1968 ;

. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1987 tentang

Penerbftan Pungutan — pungutan dan jangka waktu ferhadap
pemberian izin undang-undang gangguan { Hinder Crdinantie ) ;

. Peratwan Menterl Dalam Negari Nomor | 5 Tahun 18§62

tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertih Perusahasnn
Kawasan Industri serta prosechr pembersr 7N
tencirikan Bangunan ( IME ) dan Izin Llindang - undanrg
Gangguan { UUG ) / HO bhagi Pernusahaan — perusahann yang
berickas!| diluar Kawasan industri ;

7 Tahur 1982 tentany
Tata cara Pemberian tzin Mendirikan Bangunan § 145 5 senta 1zin
Undang — undang Gangguan ( UUG b ;50 bagl Parusahaan -
perusahaan yang beriokast diluar Kawasarn indust ;

. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor @ 4 Tahun 1997

tentang  Penyidik  Pegawsa!l Nogerd  Sipil diinglangan
Pemermtah Daerah ;

1. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomos LS4 fahl:, w83 lenferg

Bentuk Peraturan Daerah dar Peraturan Dasvah Perubahan
Keputusan Menteri Dalam Neger Momor 0 178 Tahun 194,
fentang Prosedur Pengesaliin Feratsran Dasral lentang Pajer
Daerah dan Retribus| Daerah -

Domipmicr . 1 G Tahun 1087

sihadst oaerah

P
P75 tahup HE

tentan nan Tata Cara Pamen
tentang Pedoman Tata Cara Pam

P

teninng fata Cara Pemerikszan dibidans x2rah
- Instiuksi Menteri Dalarm Mog i (004 fonfang

“elakzanaan Pemberisn e dar i

Undang -- undang Gangguan P
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26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor @ 119 Tahun 1998

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat | dan Daerah Tigkat [l ;

Dengan persetuuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tmgkat i Musi Baryuasin.

Menetapkan

MEMUTUSKARN

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATH  MUSI

BANYUASIN TENTANG RETRIBUS! IZIN GANGGUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah inf yang dimaksud dengan -

Daerah adatah Kabupaten Daerah Tingkat I Musi Bampiasin

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat |t Musi Bamyuasin ;

Kepaka Daerah adalah Bupati Kepala Dasrah Tirgkat 1 Musl

Banyuasin ;

d. Fojabat adalah Pegawal yang dlben tugas tartenty dibicang
retribusi daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkar I
Musi Banyuasin ;

f Badan adalah suatu bentuk badan usaha vyang mefiput]
perseroan terbatas , perseroan komanditer . perseroan lalnnya |
sadan usaha millkk negara atau daerah dengan nama ataw hentuk
apapun | persekutuan , perkumpuan |, firma | kongs! |, koperas! |
vayasan atau organisasi yang selenis | lembaga . dana pansion |
certuk usaha tetap sedta bentuk usaha &inmya '

o, Retribust Perlzinen teftontu adalah refribes! atas  “ewgiatan
terteniu Pemsarintah Daerah dalam pemberdan i7in kepads orang
arbadl  ataw hadan  yang  dimaksug  untuk pembinssn
pengaturan . pengendalian dan pengawasan atas xegmtan
pemanfaatan ruang . penggunaan sumber days alam | barang |
prasarana . sarana atau fasifitas terienty guna  melindungi
kepentingan umurm dan meniaga kelestarian ¥ngkungan |

TR

™
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Retribusi 1n Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang
pribadl! atau badan dilokasi terfentu vang menimbulkan bahaya |
karuglan dan gangguan | tidak termasuk tempat usaha yang
lokasinya teiah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peratwran perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi ;

Masa retribust adalah suatu jangka wakiu tertenty yang
merupakan batas wakiu bagi wajib pajak retribusi untuk
memanfaatkan lzin Tempat Usaha ;

Surat Pendaftaran Objek Retrlbusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SpdCORO |, adalah surat yang digunakan
aleh walib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi
dan  wajib refrbusi sebagai dasar penghitungan  dan
pembayaran retribusi  yang terutang menurut  peraturan
perundang - undangan retribusi daerah ;

Surat Ketetapan Retrthusi Daergh vyang selanjutnya disingkal
SKRD adalah Surat Keputusan yang menaniukan basamya Jumlah
retribust yang terutang ;

Surat  Ketetapan Retdbusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKB | adalah surat keputusap yang
menentukan besarmya jumlah ratribusi vang terutang |, jumlah .
kredir retribusi yang terutang , jumlah kredit retribusl . jumiah
Kekurangan pembayaran pokok vetribusi |, besar  sanksi
administrasi dan jumiah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retrbusi Kurarg Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT | adaliah surat keputusan yang
menentukan tarmbahan atas jumlah reiribusi di telah ditetapkan ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leblh Bayar selanjutnya
disingkat SKRDLB adaiah Surat kopuivusar yang menentukan
wmlah kelebihan pembayaran refribust kKerena jwnlah  kredi
retribusi iebth besar daripada retrbusi vang terstang atau tidak
sefiarusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribus| Daerah yeng ssianjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan faghan retibusi dan atau sanksi
administras! berupa bunga atan denda -



g. Sural Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain  vang
dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB vyang diajukan oleh
wajtb retribusi ;

r. Pemeriksaan adaiah serangkaian kegiatan untuk mencan
mengumpulkan , dan mengolah data dan atau keterangan iavmya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenyhan kKewajiban
retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah ;

s. Pemddikan Tindak Pidana di Bidang Retribust Dasrah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemyvidk Pegawai
Negeri Sipil yang sefanjulnya dapat disebut Penvidik | unfuk
mencar serta mengumpuikan bukdl . yang dengan bukt ity
membuat torang tindax pidana dibidang retribusi dasrgh vang
terjadi sarta menemukan tersangkanys.

BAB i
NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSE

Pasal 2

Dengan rama Ratribus! |zn Gangouan  dipungut retribusi sabagai
cembayaran atas pemberian ign tempat uszha  kepada ang
pirtbadi atau badan dilokasi tertentu yang menimpulkan babave |
kerugian dan gangguan.

Pasal 3

{1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan
bahaya . kerugian dan gangguan ;

{21 Dikecualikar dari objek retribusi adalah berupa tampa’ usaha
yvang lokaskwa tefal' ditunjuk oleh Pemerintan Pusat atay
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Simjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yvang memparidan
i7in tempat vsaha



BAB i
GOLONGAN ReTRIBUSI

Pasai §

Retribusl izn gangquan digolongkan sebagal Retribusi Pariz-an
tartentu.

(1]
{2)

{3)

(1

123

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian aniars
as ruang tempat usaha dengan index lokasi | index gangguan |

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah luas bangunan yang dihitzng sebagai jumtaty setiap lantai .

Index fokas! / index gangguan sebagaimana dimaksud pads

ayat { 1) ditetapkan sebagal berikut ;

Kawasan Industrl Index ... 1.

Kawasan Perdagangan index ..o 2.

Kawasan Parfwisata Index ... i 3.

Kawasan Perumahan dan Pemukiman indek _._................. &%
BAB ¥

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukiur dan besarmya tarit
retribusi  didasarkan pada fujuan  untuk  memgubl biava
psnyelenggaraan pemberian izin ;

Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliput! biays
pangesaekan dan pengukuran ruang tempal usaha | blays
pemeriksaan dan biaya transperiasi dalam rangka pangawasan
dan pengendaiian.

BAB Vi
ETRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

130
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Pasal 8

(1) Tarif Reiribusi digoiongkan berdasarkan luas ruang tempal
usaha,

{2) Besarnya tarif retiibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
ditetapkan sebagai berikut :

Luas 0s/d 1000 m2 Bp. 700-/m2
Luas 1001 s/d 2000 m2 Rp. BSD,-/m2
Luas 2001 sid 4000 m2 Rp. 800,- i m2
Luas 4601 m2 keatas Rp. 533-/m2

{3} Hask Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
haris disetorkan ke Kas Daersh.

BAB Vil
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUS!

Pasal g
Retribusi  wvang terutang dihftung  dengan mengalikan  iaris
sebagalmana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2} dengan trokal

peragunaan jasz sebagalmana dimaksud dalam pasal 6 ayat (13,

BAR VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

FPasal 10

Retribust yang terutang dipungut diwiiayah daoral fempat Fin uuahs
dlverikan,

BAB VIX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSE TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusl adalah jangka waktu yang lamanya 3 { tiga y Tahun,
kecuail ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

131



Pasal 12

Retribus! tenitang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokurien [ain
yang dipersamakart.

BAB X
SLIRAT PENDAFTARAN

Pasal 13

{1} Setiap Waijib Retribusi diwajibkan mengisi SPJORD ;

{2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi
dengan jelas , benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh
YWajib Retribusi atau kuasanya |

3) Bentuk , isi serta tata cara penglsian dan penyampalan SP4ORD
ditetapkan oleh Kepala Daergh.

BAB Xl
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasai 14

{17 Berdasarkan SPdORD setagaimana dirmaksud pada pasal 13
ayal (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk , isi dan tatacara penarbitan SKRD atau dekumen tain
yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XN
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15
{13 Pemungutan retribust tidak dapat diborongkan ;
{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen jain
yang dipersamakan | dan SKROKBT
8AB X
SANKST ADMINISTRAS
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Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya atau
kurang membayar |, dikenakan sanksl administrast berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setlap butan dari retribusi yang terutang
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(h

(1

(2)

{31

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang harus diunasl sekaligus dimuka urtuk 1
{ saty ) kall masa retribust ;

Retribust yang terutang dllunasi selambat-lambatnya 15
{ lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen Jain
yang dipersamakan dan SKRDKBT ;

Tata cara pembayaran , penyetoran {empat pembayaran
refribust diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis
sghagat awal tlindakan pelaksanaan penaghan reiribusi
dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh } hart sejak jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) had setelah tanggal surat
teguran / peringatan / surat lain yang sejenis , wajlb retribusi
harus melunasi retribusinya yang terutang.

Surat teguran sabagaimana dimaksud pada ayat {1) dikaeluarkan
oleh psjabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KEBERATAN
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{1

£2)

3]

i5)

(6)

Pasal 19

Wajib retribus] dapat mengajukan keberatan hamya kepads
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atss SKRD #au
dokumen lain yang diparsamakan , SKROKBT dan SKRDLE ;
Keberatan diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonecia
dengan disertai alasan — alasan yang jelas ;

Dalam hal wajlb retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan  ketidax
benaran ketetapan retribusi tarsebut ;

) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling tama 2

{ dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yay
dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan |, kecua¥
apahila Wajib Retribusi tertenty dapat menunjukan bahwa j#igka

wakiu ftu  tidak dapat dipenuhl kerena  keadaan  diaar
kekuasaanmya ;
Keberatan vang tldak memenuhl persyaratan sebagainmiz

dimaksud pada ayat { 2 ) dan { 3 } tidak dianggap sabagai sural
keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan ;
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pataksanaan penagihan retribusi.

fasel 20

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama § { enam ) bulan
selak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan
kaeputusan atas Xeberatan yang diajukan ;

Keputusan Kepata Dasran atas Keberatan dapat bernupa
menetima seluruhnya atau sebagian , menolak . atau menambah
besamya retribusi yang terutang ;

(3) Apsabita jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetah

lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan ,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

BAB Xvll
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
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Pasal 21

i1} Atas kelebihan pembayarah retribusi , Wajib Retrbus dapat
mengajukan permohonan pengermbaiian kepada Kepala Daparah ;

{23y Kepala Daerah dalam jangka waktu pating fama 8 ( anam 3 buian
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) , harus memberkan
keputusan ;

{31 Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat { 2 )
telah diflampaul dan Kepala daerah tidax memberkan susty
Keputusan |, permohonan pangembalian  kelebinan retribus;
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan delam
jangka wakiy paling lama 1 {satu) bulan ;

{4} Apabila wajib Retribusi mempunyai wWang refribusi iainiva
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terehih danuiu
utang reriribusl tersebut ;

(3) Pengembalian kelebthan pembayaran retribusl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialekan dalam jangka wakty paing
lama 2 { dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

{6} Apabila pengembalian xelebihan pembayaran retribusi dilakukarn
setefah lewal jangka waktu 2 { dua ) bulan | Kepala Iaerah
memberkan imbalan bunga sebesar 2 % { dua persen ).

Pasal 22

{1y Permohonan pengembalien kelebihan pembayaran retribusi
dlajukan secara tertulls kepada Kepala Daerah dengan
sekurang-rurangmya menyebutkan ;

a. Nama dan Alamat Wajlb Retribusi :
b, Masa retribusi ;

¢. Basamya kelebihan vembayaran ;
. Alasan yang singkat dan jelas.

(27 Parmohonan pengemballan  kelebihan pembayaran rofrtysi
disampaikan secara |langsung atau melalut pos tercatat |

{3) Buxti penerimaan oleh Pejabat Dasrah atay bukti pengiriman pos
tercatat merupakan buktl saat permohsonan ditertma oleh Xepala
Daerah. :



i1}

Pasal 23

rengembatian kelebihan retribusi diiakukan dengan menertilxen
Surat Perintah membayar kelebihan retribusi :

{2} Apabila kelebihan pembayaran retrdbust diperhitungkar cangsn

(1
(2)

(3)

4)

(N

utang retribusi lainmya |, sebagaimana dimaksud dalam pasa! 71
ayat {4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah hukuan

dan bukli pemindah bukuan juga DLerdaku sebagai  Hukt
permbayaran.

BAB XV
PENGURANGAN , KERINGANAN , DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan , kerieganan dan
pembebasan retribusi.

Pengurangan , keringanan ., dan pembebasan retibusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan wajity retribusi antara lain dapat diberikan xepada
pengusaha Keclf untuk mengangsur ; ,
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
artara lain diberikan kepada wajb retribust yang ditimpa bencana
alam atau kerusthan ; '

Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 4

BAB XIX
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak urtuk melakukan penagihan retribusi , kedaluarsa satelah
melampavi jangka wakty 3 ( tiga ) Tahun sejak saat terutangnya
ratribusi kecuall apabita Wallh Ratdbus! melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.



(3)

(1)

(2

(1

(2)

Kedaluarsa penagihan retribust sebagabnana dimaksud pada

ayat (1) pasal ind {ertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau ,

. Ada pengakuan utang retribusi darl wajib retribusi baik
fangsung maupun tidak langsung.

Phtang Rsiribusl tidak mungkan ditagibh lagi kerena hak untuk

malakukan penagihan sudah kedaluarsa.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajlb retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan pafing
lama 6 { enam j butan atau denda paling banvak 4 { empat ) kall
mlah retriburi yang terutang
Tindak pidana yang dimaksud pada avat ¢ 1 ) pasal ini adalah
pelanggaran. '

BAB XXi
PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawal Negerl Sipll tertentu dilngkungan Pemerintah
Dacrah dibert wewsnang khusus sebagal pemyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibldang retribusi dasrah.
Weworang pemyidik pegewai negerl siplidibidang  retribusi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} adetah:

a. Menerima . mencarl , mengumpukan dan  mensliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribust daerah agar keterangan dtau laporan
terseblt menjadi fengkap dan jefas.

b. Menellti , mencari dan mengumpuikan keterangan mengenal
orang pribadl atau badan temtang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi dagrah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi
atau Dadan sSehubungan dengan tindak pidana ditidang
retribusi daetah. '
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(3)

Memeriksa buku-buky , catatan — catatan dan dokumen-dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana dbidang retribus
daerah ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang Dukti
pembukuan |, pencatatan dan  dokumen - dokumen
laln , serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribus! daerah.

Menyuruh berhenti alau mefarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempal pada saat pemerlksaan sedang berlangsung
dan memeriksa ldentitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sgbagaimana dimaksud pada huruf " e ©

Memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang retrihusl daerah,

Memangglt orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa -
sebagal tersangka atau saksi. '

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pemyidikan
tindak pidana dibidang retribusl dasrah menurst hukum vyang
dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberifahukan
dimulainya penyidikan dan penyampalan hasil penyidlkannya
kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan vang diatur
datam UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukumn Acara Pidana.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini , maka Peraturan Dasrah
Kabupaten Dasrah Tingkat |l Musi Banyuasin Nomor @ 08 tahun 1889
tentang |zin Tempat Usaha datam Kabupaten Daeran Tingkat 11 Musi
Bamyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 23

Hal — hal yang belum cukup diatur dajarn peraturan daerah in
sepanjang mengenal parsyaratan tata cara dan petunjuk teknis serta

pelaksanaan tentang
Kepala Daerah.

tan Gangguan akan diatur lebih lanjut olsh

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundanqgkan.

Agar  supaya
memerintahkan

setiap
pengurkiangan

orang dapat  mengetahuinva
Peraturan Daerah ini  dengan

penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat || Musl| Banyuasin,

DEVAN PERWAKILAN RAKT AT DAERAH
KADLFATEN DAERAM TNGKAT I
RS BANYUASMN,

Capfttd
Dr. ZAMAL ANSCRY

" DISAHK AR
DEMNGAMN MEPUTUG AN MENTERI DALAM NEGER
REPUBLIK INDOMNESIA
HMOMOR 374 76~ 754
TAMNGGAL ¢ 8 UL 1988
DIFEKTORAT JENDERAL
FEMERINT AHAN UMUM DAN OTONOMWE DAERAH
DIRERTUR PEMEINAAN PEMERINT AHAN DAERAH

Cap ! td

CRS K AUSAR AS

DTETAPKAND!  SEKA YU
PADA TANGGAL 31 MARE Y

HOSE

BUPATIHEPALA DAERAH TINE £
NS FLANYIUASM,

Cap { ta

FLMAZCH MURHAWT
NI B 169470

DUNDANGKAN DAL AM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGHAT #

MUSI BANYLIASIN

NOMOR - 18 TAHUN 1399
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
FABUPATEMN DAERAH TINGKAT §

MUST BANYLIAGIN,

Cap / td

i H ALEX MOERDIN S H
PEMBINA TV | MNP 440018477
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